BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

: bahwa dengan adanya  Keputusan Gubernur Bali Nomor

1350/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan Di Kabupaten Tabanan dan Keputusan Gubernur
Bali Nomor 1351/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

10.

11.

12.

13.

14.

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3737);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;



15.

16.
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19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala
Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun
2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentangPamong Belajar dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka Kreditnya ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di
Kabupaten Tabanan,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Menetapkan :

dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
TABANAN.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) dan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 dirubah dan angka 6, 14, 18, 19, 20, 28,
29 dan 30 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Tabanan,;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan;

6. Dihapus.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten
Tabanan.

8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta
didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

12. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang
ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
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memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk
Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta
Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang
sederajat.

Dihapus.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan
dasar.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai,
memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan
dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan
dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya
pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat Tabanan.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia
dini pada  jalur pendidikan nonformal  yang
menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program
pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak
lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidikan dan program kesejahteraan bagi
anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat)
tahun.

Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah
satu  bentuk  satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk
lain yang sedrajat.

Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk
lain yang sedrajat.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.
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Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya
disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
jaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau
standar yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi
yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga
pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan,
dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran
serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak
yang memerlukan.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati,
dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan.

Standar pendidikan adalah kreteria minimal tentang
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan
pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara satuan pendidikan di daerah.
Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah
daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen-komponen sistem pendidikan pada
satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah
daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal.

Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang
kewenangan dan ponyelenggaraan sitem pendidikan
nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat
belangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
efektif, = menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan.
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Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS
adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan
pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan
atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan
Perjanjian Kerja.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Kepala Sekolah adala guru yang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tabanan,
penduduk luar Kabupaten Tabanan, dan warga Negara
asing yang tinggal di Kabupaten Tabanan.

Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam

bidang pendidikan.
Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari

secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain
yang bermanfaat bagi kehidupan.

Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat
guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan
warga belajar mengunakan sebagian waktunya sehari-hari
pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar
diluar jam sekolah.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional,

transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab
bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan
Peserta Didik.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang

sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendidikan  diselenggarakan sebagai satu  proses
pembudayaan dan pemberdayaan secara
berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan
kebhinekaan.

Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang
menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif
dengan dilandasi keteladanan.

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca dan belajar bagi segenap warga
masyarakat.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat
serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan
mutu pendidikan.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 4

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan
yang bermutu.

Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan
berbasis masyarakat.

Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental,
emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus.

Warga Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau  bakat istimewa berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau
mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.

Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan,
pemanfaatan, pengetahuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan
kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat
manusia.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh
pendidikan.

Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada
anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan
tingkat intelektualitas dan usianya.

Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai
kemampuan, minatnya dan pendidikan karakter sesuai
dengan budaya bangsa.



(4)

Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan
pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi
orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban
tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah

5. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 10 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 10

Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Dihapus.
Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan
pendidikan dan pembelajaran dalam rangka

pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat,
kecerdasan, kemampuannya dan budaya bangsa yang
adiluhung.

Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang
tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak
mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya
pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil
belajarnya.

Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan
memberikan  informasi sesuai dengan  nilai-nilai
kesusilaan dan kepatuhan.

Setiap peserta didik berhak pindah ke sekolah lain pada
jalur dan satuan pendidikan lain yang sejenis.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program
pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma
pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan.

Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan
prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan
pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 12

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur,
fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan.

. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf f Pasal 13 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Guru sebagaimana dimaksud Pasal 12, dalam
melaksanakan tugasnya berhak :

a.

b.

memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup
minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja;

memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
intelektual,;

memperoleh  kesempatan untuk  meningkatkan
kopetensi;

memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan
ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau
sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah
pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan
dalam melaksanakan tugas;

memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi
profesi selama tidak mengganggu tugas dan
kewajibannya;

memiliki  kesempatan untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan;

memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualifikasi akademik dan kopetensi;
dan

memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi
dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban :

a.

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang
bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;

memberikan tauladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profesi;

meningkatkan dan mengembangkan  kualifikasi
akademik dan kompetensi secara berkelanjutan
sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar
diluar jam sekolah;

memberikan keteladanan dan menciptakan budaya
membaca dan budaya belajar;



f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan
kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi peserta didik dalam
pembelajaran;

g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,
kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;

h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
dan

i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama
hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas
lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

9. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 14 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan

(2)

lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas

berhak :

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup
minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan
status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;

b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja;

c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan
sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah,
pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal,

d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas; dan

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi
profesi  selama  tidak mengganggu tugas dan
kewajibannya.

Dalam melaksanakan Tutor, Pamong Belajar, Instruktur,

fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya berkewajiban :

a. menyusun rencana pembelajaran;

b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan
ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;

. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;

. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan

pendidikan non formal;

f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan
nonformal; dan

g. melaporkan hasil kemajuan belajar.

00

10. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf e dihapus, huruf h, huruf
i dan huruf p Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib :

a.

b.
c.

mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing,
dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;

dihapus;

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa
diskriminasi;

. dihapus;

dihapus;

pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang
memiliki peserta didik;

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga
masyarakat untuk memperoleh pendidikan;

. mempasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan

tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
memfasilitasi tersedianya  pusat-pusat bacaan dan
pengembangan sosial budaya;

. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya

belajar;

.membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara
terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang
bermutu;

m.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu

n.

11.

12.

pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan
yang bermutu,;

memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam
rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi

dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
penyelenggaran pendidikan; dan

. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi

secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu
pendidikan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal,
nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi
dan memperkaya.

(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar.

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum,
kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus.

Ketentuan Pasal 18 diubah dan huruf c dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 18

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah daerah
dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

a
b

c
d
e.
f

g

1

13.

14.

15.

16.

. pendidikan anak usia dini;

. pendidikan dasar;

. dihapus;

. pendikan nonformal;

pendikan informal;

pendidikan berbasis keunggulan daerah;
. dihapus;

h. pendidikan keagamaan;dan

pendidikan keolahragaan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat
berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.

(2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia
2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.

(3) Peserta didik TK, atau bentuk lain yang sederajat berusia
antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
penyelenggaraan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan
anak wusia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur
pendidikan formal.

(2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi SD, SMP atau bentuk lain yang
sederajat.

(3) SD terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP terdiri atas 3 (tiga)
tingkat kecuali program akselerasi.

(4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, dan khusus.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :



17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Pasal 28

(1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat
ditempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

(2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam)
tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima
setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.

(3) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat
adalah lulusan SD, atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.
Ketentuan Pasal 31 dihapus.
Ketentuan Pasal 32 dihapus.
Ketentuan Pasal 33 dihapus.
Ketentuan Pasal 34 dihapus.
Ketentuan Pasal 35 dihapus.
Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti,
penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi
warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan
untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional dalam rangka mendukung pendidikan
sepanjang hidup.

(2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk
manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan,
sikap wira usaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam
bidang tertentu, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang
lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 38 digabung, ayat (1)
dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Santuan pendidikan non formal berbentuk :
a. lembaga kursus dan pelatihan;
b. kelompok belajar;
c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
d. satuan pendidikan yang sejenis.

(2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat
yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan,
sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri,
mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri,
dan/atau melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih
tinggi.



26.

27.

28.

(3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk
menampung dan memenuhi kebutuhan  belajar
sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui
jalur pendidikan nonformal.

(4) Pusat kegiatan Dbelajar masyarakat mempasilitasi
penyelenggaraan berbagai program pendidikan
nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar
dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan
pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh,
dan untuk masyarakat.

Ketentuan huruf c¢ Pasal 39 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 39

Program pendidikan nonformal meliputi :
. pendidikan kecakapan hidup;
. pendidikan anak usia dini;
. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
. pendidikan pemberdayaan perempuan;
. pendidikan keaksaraan;
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
. pendidikan kesetaraan; serta
. pendidikan lainnya.
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Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 39 huruf e merupakan pendidikan bagi warga
masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat
membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan
berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas
hidupnya.

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan
kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta
didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-
hari.

(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan
pendidikan kecakapan hidup.

Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f
merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan peserta didik dengan
penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional
yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya
untuk menjadi manusia produktif.



29.

30.

31.

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi
untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya
untuk menjadi manusia produktif.

Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 46 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Peserta didik lembaga pendidikan, lembaga khusus, dan
lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang
memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja,
dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih
tinggi.

(2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan
belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin
belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau
melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

(3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah
warga masyarakat pemuda.

(4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga
masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang
belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

(5) Peserta didik pada program paket A adalah anggota
masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.

(6) Peserta didik pada program Paket B adalah anggota
masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD
atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh
pendidikan setara SMP.

(7) Peserta didik pada program Paket C adalah anggota
masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau
SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang
menempuh pendidikan setara SMA.

Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai  upaya
mengembangkan potensi warga masyarakat guna
mendukung pendidikan sepanjang hidup.

(2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan
keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai
moral, etika dan  kepribadian, estetika, serta
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta
didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
nasional.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :



32.
33.
34.
35.

36.

Pasal 49

(1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau
lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran
secara mandiri.

(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi : pendidikan yang dilakukan melalui media
masa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan
sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Ketentuan Pasal 52 dihapus.
Ketentuan Pasal 53 dihapus.
Ketentuan Pasal 54 dihapus.
Ketentuan Pasal 55 dihapus.

Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 56

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta
didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan
mengamalkan nilai nilai ajaran agamanya dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk
peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai —
nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama
berwawasan luas, Kkritis, kreatif, inovatif, dan dinamis
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
beriman, bertagwa, dan berakhlak mulia.

37. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf h Pasal 63

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing,

mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan mengendalikan penyenggara satuan, jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan

nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang
pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan
nasional.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a. menyelenggarakan sekurang-kurannya Pendidikan anak
usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal,
Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan
Informal, Pendidikan Khusus;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan,
pembinaan, pengembangan pendidik dan  tenaga
kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan
informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat;

d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun;

e. menuntaskan program buta aksara;



f.

mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang
pendidikan di daerah;

mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan
kurikulum pendidikan; dan

mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan
pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk
pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

38. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 64 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan
mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan
dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang
pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman
penjamin mutu yang diterbitkan oleh departemen
pendidikan nasional.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan

(2)

(3)

(4)

sistem informasi pendidikan daerah secara online dan
kompartible dengan sistem informasi pendidikan nasional
yang dikembangkan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi
pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan,
program pendidikan.

Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk
mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi
Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang
pengambilan keputussan, kebijakan pendidikan yang
dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

40. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 66 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 66

Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal

dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan

nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau
program yang diselenggarakan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. menjamin ketersediaan sumberdaya pendidikan secara
teratur dan Dberkelanjutan bagi terselenggaranya
pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional
pendidikan;



b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memenuhi syarat sampai batas daya
tampung satuan pendidikan;

c. mensupervisi dan membantu satuan dan /atau
program pendidikan yang diselenggaraknnya dalam
melakukannya penjaminan mutu, dengan berpedoman
pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar
pendidikan nasional, dan pedoman penjaminan mutu
yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional,

d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program
pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat
nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan nonformal dan /atau Lembaga Akreditasi
lain yang diakui oleh Pemerintah;

e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan
pendidik dan tenaga kependidikan yang berada dibawah
binaan pengelola.

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 68

Pengeloaan satuan pendidikan anak wusia dini, dan
pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar
pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud papa
ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP).

Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada
peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembankan
sesuai dengan kebutuhan.

Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 69

Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar mengacu standar nasional
pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pendidikan Kabupaten Tabanan.

Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal,
pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan
daerah dan pendidikan khusus menggunakan standar
nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.



43. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 70

Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur

pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan

standar yang lebih tinggi dari standar nasional

pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan

dengan berpedoman pada ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

sebagai berikut :

a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan,
kepentingan peserta didik dan lingkungan;

b. beragam dan terpadu;

tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni dan budaya;

relevan dengan kebutuhan kehidupan;

menyeluruh dan berkesinambungan;

belajar sepanjang hayat;dan

seimbang antara kepentingan nasional dan

kepentingan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan

dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati.

o

@ o

44. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 71 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 71

Peserta didik SD dan SMP, atau bentuk lain yang

sederajat dapat:

a. pindah ke satuan pendidikan sejenis; dan

b. mengambil mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur
pendidikan pada jalur yang sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perpindahan

peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 72

Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat
dapat mengambil mata pelajaran atau program
pendidikan pada satuan pendidikan non formal yang
terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum
pendidikan formal yang bersangkutan.

Peserta didik pada satuan pendidikan non formal dapat
mengambil mata pelajaran untuk program pendidikan
pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban
belajar pendidikan non formal yang bersangkutan.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

46. Ketentuan ayat (3) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
harus memiliki kwalifikasi akademik dan kompetensi
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan
anak usia dini, dan pendidikan dasar meliputi :

a. kompetensi pedagogik;

b. kompetensi kepribadian ;

c. kompetensi profesional; dan
d. kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat
keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi
memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan
dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji
kelayakan dan kesetaraan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diatur
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati
dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan
dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara
satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diskriminasi.

48. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

Pasal 77

Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

49. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 78

Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang
kedudukannya PNS pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
Kepala Dinas.

Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rangka
pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan dan
pemerataan tenaga pendidikan disetiap satuan pendidikan.

50. Ketentuan ayat (1) huruf c¢ Pasal 79 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan

tenaga kependidikan, atas dasar:

a. permohonan sendiri;

b. meninggal dunia;

c. mencapai batas usia pensiun; dan

d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan
pendidikan;

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan

tenega pendidikan,atas dasar:

a. hukuman jabatan;

b. akibat pidana penjara berdasarkan = keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-
undangan; dan

d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

51. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 80, meliputi
pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan
jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.



(2)

Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan
dan profesionalisme.

52. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 82

Pembinaaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan pemerintah daerah yang kedudukannya
bukan PNS (Non PNS) dilaksanakan oleh kepala dinas.

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 83

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab kepala dinas.

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara
satuan pendidikan yang bersangkutan.

54. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang
kedudukannya bukan PNS/NonPNS, pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal
yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 86 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

Pasal 86

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasardan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat
yang kedudukannya bukan PNS (Non PNS) berhak
memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan
pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara
satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga
kependidikan bersangkutan.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan kependidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat.

Dunia wusaha dan dunia industri dapat membantu
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah
daerah dan masyarakat.

56. Ketentuan ayat (4) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

57.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 88

Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan
diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian,
kesetiaan kepada Negara, berjasa terhadap Negara karya
luar biasa dan/atau meninggal dalam menjalankan
tugas.

Penghargaan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola
pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, atau
penghargaan lain.

Selain bentuk penghargaan sebagaiman dimaksud pada
ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam,
lencana, dan/atau beasiswa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
diatur dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 89 diubah sehingga

be

(1)
(2)

rbunyi sebagai berikut:
Pasal 89

Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan

tenaga kependidikan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi :

a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak
kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif,
intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik,
orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur,
dan/atau pihak lain;



b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan
terhadap  pelaksanaan tugas sebagai tenaga
profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- atau
pelarangan lain yang dapat menghambat dalam
pelaksanaan undangan, pemberian imbalan yang tidak
wajar, pembatasan ketentuan akademik dan
pembatasan tugas ; dan

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang
mencakup perlindungan terhadap resiko, gangguan
keamanan kerja, keselamatan kerja dan resiko lain.

58. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

59.

(1)

(2)

(3)

Pasal 92

Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan
anak wusia dini dan pendidikan dasar dilakukan
Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas sesuai
dengan peraturan perundang — undangan.
Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan
anak wusia dini dan pendidikan dasar dilakukan
Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan.
Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan wusia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat,
dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 98A diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 98A
Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas satuan
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat selain memiliki

standar kompetensi minimal juga harus mematuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia pada Pancasila dan UUD 1945;

c. berstatus sebagai guru;

d. berasal dari guru, kepala sekolah berprestasi;

e. memiliki sertifikat calon pengawas satuan pendidikan,;

f. kwalifikasi pendidikan guru/kepsek untuk dapat
diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan usia
dini dan sekolahdasar adalah menimal S1/D4
Kependidikan ; dan

g. kwalifikasi pendidikan guru / kepsek untuk dapat
diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan SMP
sekurang kurangnya S1/D4 Kependidikan.



60.

61.

62.

63.
64.

65.

(2) Guru/Kepsek yang diangkat sebagai pengawas sekolah
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan lain
yang berlaku sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ayat (3) Pasal 100 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan
sarana yang memadai pada satuan pendidikan
pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara
satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

(3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana
minimal pada satuan pendidikan anak wusia dini,
pendidikan dasardan pendidikan non formal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 103

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dilakukan dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik
untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah
Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala,
menyeluruh, transparan, dan sistimatik untuk menilai
pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Ketentuan Pasal 107 dihapus.
Ketentuan Pasal 108 dihapus.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 112 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



66.

67.

Pasal 112

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selain gaji pendidikan, dan biaya pendidikan
kedinasan.

(3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat
untuk mendanai keperluan mendesak dalam
penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa
tertentu.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran
untuk satuan pendidikan yang  diselenggarakan
Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan
biaya pendidikan.

(5) Pemerintah  Daerah  wajib  mengalokasikan dana
pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan
baik negeri maupun swasta.

Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 116

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan,
penambahan, penggabungan, dan penutupan, satuan
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasardan pendidikan nonformal.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 117
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, wajib
memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan.

(2) Ljin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melalui tahapan :

a. Yayasan berbadan hukum;
b. [jin prinsip penyelenggaraan pendidikan;dan
c. Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan,;

(3) Ljin prinsip penyelenggaran pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku selama
penyelenggaraan pendidikan berlangsung.

(4) Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ berlaku selama
penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ljin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak dapat dipindah tangankan dengan
cara dan/atau dalam bentuk apapun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



68.

69.

70.

71.

Ketentuan ayat (1) Pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 118

(1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal
dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan
dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 119 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 119

(1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah
daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi
persyaratan dapat ditutup.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 120 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

(1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasardan
pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar,
yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing wajib
memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia,
kewarga negaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.

(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan
yang ada di daerah, dan harus mengikut sertakan
pendidikan dan tenaga kependidikan warga masyarakat.

Ketentuan ayat (1) Pasal 122 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 122
(1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan.



72.

73.

74.

75.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau
melampaui standar nasional pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan
terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 123

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan
mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta dapat
bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 124 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi
peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi
propesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan
dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian
mutu pelayanan pendidikan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan.

(3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian pendidikan.

(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu
pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup partisipasi dalam perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang
dilaksanakan melalui dewan pendidikan Kabupaten dan
Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal.

(5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 127 dihapus.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 128 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



76.

77.

Pasal 128

(1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program
pendidikan Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha
dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat
membentuk Forum Koodinasi Konsultasi dan Kerjasama.

(2) Pembentukan Forum  Koordinasi Konsultasi dan
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (4) Pasal 132 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 132

(1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan.

(2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara
mandiri dan professional.

(3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan
menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan
aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

(4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan
pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada
jenjang pendidikan dasar.

(5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang
dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite
sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan
lain yang sejenis.

(6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan
pendidikan.

(7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber
dari:

a.pemerintah;

b.pemerintah daerah;

c. masyarakat;

d.bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 135 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan prinsip profesionalisme, transparan,
dan akuntabel.



78. Ketentuan ayat (2) Pasal 138 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 138

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik
tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yeng
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa  tersenut bukan  merupakan @ tindak
pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum tersangka atau
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan
penahanan.

(4) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara
setiap tindakan tentang :

. pemeriksaan tersangka,;

. pemasukan rumabh;

penyitaan benda;

. pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan ditempat kejadian; dan

. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan
tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara republik
Indonesia.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 Nopember 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI
(14,92/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
TABANAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan
merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya
melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui
oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-
Undang untuk di seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan
bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan urusan wajib yang sebagian substansinya
merupakan pelayanan dasar, dimana manajemen pendidikan yang menjadi
urusan Daerah Kabupaten yaitu Pengelolaan Pendidikan Dasa, Pendidikan
Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal. Dalam rangka penyesuaian
pembangunan di bidang pendidikan terhadap perkembangan hukum,
kebutuhan masyarakat dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan dan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Tabanan, maka perlu ditinjau.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang
perlu melaksanakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal I1
Cukup jelas.
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